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ABSTRAK

Nurul Ainun, 2021. Implementasi Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa
Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Dibimbing oleh
Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya Parawu)

Implementasi merupakan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu
perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan
yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai
lapisan masyarakat. Dalam implementasi suatu program terdapat beberapa model
yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan
suatu implementasi program. Kajian penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan
menjelskan Implementasi Program Kawasan Perdeseaan Mandiri Di Desa
Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini. menggunakan metode kualitatif untuk mendiskripsikan dan
menjelaskan implementasi pregram.Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian
ini pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir. Teknik
pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik,
dan Triangulasi waktu,

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Program
Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten
Luwu Timur. (1) Komunikasi dalam tahap ini pemerintah desa (BKAD) dan PT.
Vale sudah menjalankan tahap komunikasi sudah menjalankan tugasnya dengan
baik itu ditunjukkan dengan hal yang dipaparkan oleh beberapa informan.(2)
Sumber Daya dalam tahap ini pemerintah desa termasuk BKAD dan PT.Vale
sudah berjalan dengan baik itu sesual dengan pemyataan baik dari PT. Vale,
pemerintah desa, dan tim BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya
pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan
menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa
berbasis potensi unggulan.(3) Disposisi dalam tahap ini pemerintah desa termasuk
BKAD dan PT.Vale sudah berjalan dengan baik terkait implementasi program
kawasan perdesaan mandiri itu sesuai dengan yang dikatakan dari berbagai
sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri
program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua
unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. (4) Struktur Birokrasi
dalam tahap ini pemerintah desa termasuk BKAD dan PT.Vale sudah berjalan
dengan baik itu di tunjukkan dengan berbagai sumber baik itu dari PT.Vale,
Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini berjalan dengan baik
Jjika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur. Dan dari segi struktur
birokrasi semua pihak terkiat ini diberikan tugasnya sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawabnya.

Kata kunci : implementasi program, kawasan perdesaan mandiri

vi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL ...
HALAMAN PERNYATAAN ...
KATA PENGANTAR ...,
ABSTRAK .
DAFTAR TSI i

BAB I PENDAHULUAN

A, Latar Belakang ... i i
B. Rumusan Masalah . ... . e
C. Tujuan Penelitian ... ... .ot e
D. Manfaat Penelitian ... oo e e

BAB Il TUNJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahubu. ... it s e
Konsep dan TeOr . ........ooiiiiiin e
Kerangka PiKIT..........ccooio e
FOKuS PENeIIGN. .. ..o e e
Deskripsi FOKUS ... it ieae e e

mU oW

BAB III METODE PENELITIAN

Waktu dam LOKAST ... o..oveie it i e et e e
Jenis dan Tipe Penelitian ... ...t i e
Sumber Data... ..o
INFOTTNAN ... ittt
Teknik Pengumpulan Data............cccocoooiiiiiiin,
Teknik Analisis Data............cccocoovioiiiee e
Teknik Pengabsahan Data...............cooooiiiiiiiie,

OTMmYUOW >

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ...
B. Hasil Penelitan ..o

C. Pembahasan Penelitian. ...,

vii



BAB V PENUTUP

AL KeSIMPUIAN ..o

B SaIAN .. et
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

viii



Tabel 3.1 Informan Penelitian

DAFTAR TABEL

N
\

\“*\;mu..,,'l,l,l 'w |
::.. »’:.
= °® .
= / -
5, ) i

P
: |

ix




sechingga program yang dapat terlaksana juga terbatas. Dengan PKPM maka
sistem programnya berubah dimana programnya dahulu yang dibuat lalu
menganggarkan dananya sehingga pemerintah desa dapat mengembangkan

perckonomian masyarakat.

Hasil penelitian Hady Rangga Loleh (2016) juga menemukan bahwa PKPM
bentuk kerjasama pemerintah kabupaten luwu timur dan perusahaan PT. Vale
Indonesia tersebut bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian

masyarakat yang belum puas terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan implementasi program PKPM Desa Wawondula Kecamatan
Towuti Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu Desa tempat penerapan
PKPM, karena di Desa tersebut terdapat potensi yang bisa dikembangkan yaitu

perdagangan.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa implementsi PTPM masih
kurangnya anggaran sehingga pemerintah desa membuat program baru yaitu
PKPM (program kawasan perdesaan mandiri) dan berperan penting dalam
mengembangkan potensi desa dalam pengelolaan ekonomi perdagangan di
wilayah Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Tanggung
jawab CSR terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan pada masyarakat dan
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang

sejalan dengan pemberdayaan masyarakat desa.



Menariknya penilitian ini karena dapat melihat implementasi pemberdayaan
kawasan perdesaan mandiri (PKPM) dengan menggunakan teori-teori dan konsep-

konsep terkait Illmu Adminsitrasi Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan,
maka tepat jika peneliti mengangkat judul “Implementasi Pemberdayaan Kawasan
Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu

Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah komunikasi PKPM di Desa Wawondula

Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

2. Bagaimankah sumber daya PKPM di Desa Wawondula

Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

3. Bagaimanakah disposisi PKPM di Desa Wawondula Kecamata

Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

4. Bagaimanakah struktur birokrasi PKPM di Desa Wawondula

Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian im sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui komunikasi Implementasi Program Kawasan

Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti



Kabupaten Luwu Timur

2. Untuk mengetahui sumber daya Implementasi Program Kawasan
Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur .

3. Untuk mengetahui disposisi Implementasi Program Kawasan
Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan
Towuti Kabupaten Luwu Timur .

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi Implementasi Program

Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan
Towuti Kabupaten Luwu Timur .

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dan hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan

masukan Corporate Social Responsibiliy dalam pengelolaan Implementasi
Program Kawasan Pedesaan Mandini (PKPM) di Desa Wawowndula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

2 Manfaat teoritis

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep,
teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama tentang Implementasi Program

Kawasan Pedesaan Mandiri di Desa Wawowndula Kecamatan Towuti Kabupaten

Luwu Timur
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Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa PKPM merupakan bentuk
kerjasama pemerintah kabupaten luwu timur dan perusahaan PT. Vale
Indonesia tersebut bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapt masih ada
sebagian masyarakat yang belum puas terhadap kebijakan pemerintah.

3. Rasdiah Rasyid (2015). Dengan Judul Implementasi Corporate
Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar
Pada PT. Vale Indonesia Tbk.

Penelitian ini berfokus pada penerapan program-program CSR PT Vale
Indonesia_yang terssbar pada berbagai aktivitas utama seperti : Bantuan
Ekonomi Terhadap Masyarakat, Pembangunan Irigasi Sebagai Upaya
Revitalisasi Lingkungan dan Upaya Memandirikan Masyarakat secara
signifikan mampe meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PT. Vale
Indonesia Tbk.

Konsep dan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu
perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana
perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini
mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan,
sangat ditentukan oleh strategikebijakan yang tepat yang mampu
mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam

masyarakat.

Implementasi  kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu
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kebijakan dapat mencapai tujuannya. untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, vyaitu langsung
memngimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijak van derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian
Implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari
program, ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme
yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.
Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan
menjudi proyek-proyek, dan akhimya berwujud pada kegiatan-kegiatan,
baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama
pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan pada intinya akan
membahas mengenai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan publik
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan dampak yang

diharapkan.

Implementasi  dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki
keterkaitan satu sama lain. Dalam implementasi suatu program terdapat
beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur
tingkat keberhasilan suatu implementasi program adapun model-model
implementasi program dalam perkembangannya, antara lain yaitu :

a. Model George C Edwards III
Model implementasi kebijakan ini berspektif top down. Subarsono
(2011:90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi

kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
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birokasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga

saling berkaitan. Berdasarkan pndapat diatas, maka dalam penelitian dapat

menjelaskan  variabel-variabel keberhasilan implementasi  kebijakan

sebagai berikut :

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksanan
harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut.maka dari
itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menjunjung keberhasilan dari
implementasi kebijakan.
Komuntkasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan

komunikasi tersebut berjalan baik (dalam Agustino, 2006:150-151) terdapat tiga

indikator yang dapat mengukur keberhasilan vairabel ko munikast :
¢ Irnasmis, penyaluran komunikasi yang baik akan
menghasilkan komunikasi yang baik pula
* Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
¢ Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksana suatu
kebijakan haruslh tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber Daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah
sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Sumber daya pendukung
dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak

akan berjalan dengan semsestinya.
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4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk
mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar
untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Terdapat dua karakteristik yang
dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward 111 (dalam

Agustino, 2006:153-154) yaitu
a. Standard Operasional Procedur (SOP)

SOP adalah. suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para
pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan
dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang

dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

b. Fragmentasi
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau
aktivitas kerja Kepada beberapa pagawai dalam unit-unit kerja, untuk

mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

b. Model Van Metter dan Van Horn
Memiliki enam variabel yang memperngaruhi kinerja kebijakan :

a.  Ukuran dan Tujaun Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika
dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
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b. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

¢. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan

(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta

sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas

wilayah implementasic kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala
hendak menentukan agem pelaksana. Semakin luas cakupan
implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen
yang dilibatkan.

d.  Sikap/kecenderungan (Dispotition)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan
publik.
€. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik kordinasi komunikasi diantar pihak-pihak
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f.  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
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publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn
adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan

Menurut Agustino (2008:19), impelemntasi merupakan suatu proses
yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu aktivitas atau
kagiatan, sehingga pada akhimya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan_atau sasaran kebijakan itu sendiri. Alfatih (2010:2)
menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang
dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk
melindungi Kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya
publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. Dari kedua pendapat ini,
dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah keputusan yang dilakukan
oleh pelaksana - kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan dan

menciptakan kesejahteraan publik.
¢. Maulyadi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional
serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana
yang telah diputuskan sebelumnya.

d. Grindle

Menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan
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administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu
e. Horn

Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam kebijakan
f. Ekawati

Definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh
individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada
pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan
yang telah ditetapkan sebelumnya
g. Gordon

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada
realisasi program.
h. Widodo

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu
kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
i- ‘Gunn dan Hoogwood

Mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat
esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial
k. Syaukani dkk

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan

publik dalam sebuah negara.
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2. Konsep Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM)

PKPM mulai dirancang PT. Vale bersama pemkab Luwu Timur dan
perwakilan masyarakat yang kemudian disebut kemitraan tiga pilar. Pola ini
memberikan dukungan bagi masyarakat untuk pengembangan masyarakat
kawasan dan produk unggulan desa/produk unggulan kawasan. Dengan pola
dukungan pengembangan kawasan perdesaan mandiri, program sosial perusahaan
nantinya akan dikembangkan dan dilaksanakan sinergis dan berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi wilayah sesuai potensinya sehingga dapat mempercepat
tujuan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

PKPM menerapkan prinsip partisipatif, “kemandirian, akuntabilitas,
keterpaduan, dan. | keberpihakan terhadap masyarakat. - PKPM bertujuan
meningkatkan daya saing, nilai tambah dan kemandirian ekonomi masyarakat di
wilayah terdampak operasi.

Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) bertujuan untuk
mengakselerasi peningkatan kescjahteraan masyarakat di wilayah permberdayaan
perusahaan. PKPM merupakan kontribusi perusahaan, sejalan dengan sustainable
development goals (SDGs). PT. Vale menjalankan program masyarakatnya yang
disinergiskan dengan roadmap pemerintah daerah.

Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT.
Vale Indonesia Tbk mempertimbngkan aspek pemenuhan amdal termasuk rencana
pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantuan lingkungan hidup
(RPL), rencana penutupan tambang dan keselarasan kebijakan pembangunan

daerah dan tujuan pembangunan global.
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Adapun alur pelaksanaan PKPM sebagai berikut :

a. Penetapan RI-PPM dan kerangka PKPM

Penyusunan dan penetapan RI-PPM, konsultasi dan penetapan rangka
PKPM, sosialisasi di empat kecamatan, rangkaian dan penyusunan roadmap
pengembangan kawasan dan penetapan.
b. Persiapan kelembagaan

Pembentukan tim koordinasi PPM Kabupaten Luwu Timur, pembentukan
tim sekretariat program, dan pembentukan BKAD.
c. Penguatan kapasitas dasar

Pembentukan tim sekretanat program, pembekalan BKAD studi tiru bagi
pemerintah desa, BKAD, BUMDES, dan UKM.
d. MOU kemitraan

Penandatangan Mou dan PKS antara kemendes, Pemprov, Pemkab Luwu
Timur, dan PT. Vale dan dilanjutkan dengan PKS antar PT. Vale dan BKAD-
TKK untuk pembiayaan organisasi dan pembentukan tim verifikasi, penilaian
usulan dan MONEV.
e. Penyusunan dokumen perencanaan kawasan

Penyusunan dan konsultasi RKKP ditingkat desa, kawasan dan daerah oleh
BKAD dan TSK, konsultasi dan sinkronisasi RPKP ditingkat provinsi dan
pusat oleh PT. Vale dan pemerintah kabupaten.
f. Launching PKPM dan penyerahan rancangan RKKP serta percepatan

implementasi 2018-2019

Launching olech wakil gubernur sulawesi selatan dan penyerahan
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birokrasi sebagai indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa
saja mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun kerangka pikir dapat

digambarkan sebagai berikut :

— —_ —— — -

S0, 5 S
e\
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D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Implementasi
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur maka yang menjadi fokus penelitian

yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
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E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis akan lebih memfokuskan
penelitian dalam implementasi pogram kawsan perdesaan mandiri melalui

beberapa poin sebagai berikut :

3. Komunikasi, yaitu nproses penyampaian informasi kepada para

pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi
Program Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula.

4. Disposisi, yakni sikap para pelaksana dalam menerima atau

menolak keputusan dalam melaksanakan implementasi Program Kawasan
Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula.

5. Sumber Daya, yakni mengidentifikasi sumber daya yang tersedia

baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam
melaksanakan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa
Wawondula.

6.  Struktur Birokrasi, melihat proses kerjasama perusahaan dan

instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi program CSR serta

menjaga transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula.



BAB II1

METODE PENELITIAN

A, Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di kantor Desa
Wawondula, Sekretariat BKAD, serta di kantor CSR PT. Vale. Penelitian ini
berlokasi dj Kabupaten Luwy Timur. penentuan lokasi penelitian inj didasarkan
atas pertimbangan bahwa di kantor Desa Wawondula, Sekretariat BKAD, serta di
kantor CSR PT. Vale merupakan instansi yang menangi persoalan Implementasi
Program Kawasan Perdesaan Mandiri Dj Desa Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur dan melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang
menjadiproblem berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dilatar belakang,
B. Jenis dan Tipe Penelitian
L. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang
berusaha menjelaskan sedetai mungkin . objek dan masalah penelitian
berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai Implementasi
Program Kawasan Perdesaan Mandiri dj Desa Wawondula Kecamatan
Towuti Kabupaten Luwy Timur.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran atau mendeskri psikan.
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Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Arikunto

(2013:172) adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan
hasil wawancara dengan sejumlah orang yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan kesehatan melalui Program Rumah Singgah Pasien dan Keluarga
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari
berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen vang bersifat informasi
tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi
tertulis yang dikumpuikan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran,
buku, dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data
yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam peneltian ini adalah infoman terpercaya yang

telah mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai

Implementasi Corpoate Social Responsibility. Informan-informan tersebut

diantaranya:
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Tabel 3.1 informan penelitian

No. | Informan Kode Informan
1. Pegawai CSR PT. Vale INFORMAN A
2. Kepala Desa Wawondula INFORMAN B
3. Sekertaris BKAD INFORMAN C
4. Masyarakat Desa Wawondula INFORMAND
5. Bendahara BKAD INFORMAN E

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menurut Hasanah (2016:26) dalam penelitian ini
yaitu observasi, wawancara (interview) dan dokumntasi.
1. Observasi
Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat kondisi di
lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang
akan diwawancara, schingga penulis dapat lebih mengenal lokasi
narasumber yang di wawancara,
2. Wawancara (interview)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan
wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan
paham mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan
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alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam
wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber, foto
digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan
wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti

dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis data

terdir dari tiga yaitu sebagai berikut: :

1. Reduksi Data

Kegiatan imi  dilakukan  peneliti dengan proses penelitian,
penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil wawancara di lapangan, yang
bertujuan untuk lebih. memudahkan penulis dalam melihat hasil wawancara
dari berbagai narasumber dan memudahkan pembaca melihat hasil

wawancara dengan hasil yang lebih sederhana dan akurat,

2. Penyajian Data

Kegiatan im dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan data-data
informast hasil wawancara dengan para narasumber yang memiliki
kesimpulan dalam setiap pembahasan. Schingga mempermudah peneliti
melihat hal yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti

berdasarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan dan dari hasil
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penjelasan dari berbagai informan yang di wawancara, Untuk selanjutnya di
simpulkan dan dilihat bahwa data tersebut akurat dan dapat dipercaya sesuai
kejadian di lapangan.
G. Teknik Pengabsahan Data
Salah satu cara yang dapat digunakan proses pengabsahan data hasil
penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari
sumber- sumber yang diperoleh yang didapatkan melalui berbagai cara dan waktu

menurut William dalam Sugiyono (2015).

1. Triangulasi Sumber
Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk meclakukan uji kredibilitas data
yang telah dilakukan dengan cara memeriksa data melalui beberapa sumber

yang telah diperoleh selama di lapangan.

2. Triangulasi Teknik
Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk menguji data yang dilakukan
dengan memeriksa data kepada sumber dengan metode yang berbeda-beda

disetiap lokasi penelitian.

3. Trangulasi Waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Sehingga untuk
memperoleh waktu yang ideal dalam meneliti, peneliti yang telah melakukan
observasi terlebih dahulu mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk

melakukan wawancara dengan narasumber




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan satu dari’ 18 desa di Kecamatan Towuti yang Ibu
kota Kecamatan dengan jarak * 60 Km dari Kota Kabupaten. Secara Geografis
Desa Wawondula dengan luas wilayah 24215 Km, yang berbatasan dengan
sebelah utara Desa Asuli, sebelah Timur Desa Pekaloa dan Desa Matompi,
sebelahSelatan Desa Langkea Raya, dan sebelah Barat Desa Lioka, Adapun
Lokasi street food yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Desa Wawondula

Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

29
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Bagan Struktur Organisasi Desa Wawondula Kecamatan Towuti

Kabupaten Luwu Timur

KAUR
PERENCANA
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Wawondula Kecamatan Towuti

Kabupaten Luwu Timur
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2, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Wawondula Kecamatan Towuti

L.

Kabupaten Luwu Timur

Kepala Desa

1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,

melakaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara,

keutuhan negara kesatuan RI.

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3) Melaksanakan kehidupan demokrasi

4) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

3) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih

dan bebas dari KKN

6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja
pemerintahan desa

7) Menaati dan menegakkan sluruh peraturan perundang

undangan

8) Menyelenggarakan administrasi desa vang batk

9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan keuangan

desa

10} Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

11) Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa yang dapat

dibantu oleh lembaga adat desa

12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

13) Membina, mengayomi, dan melsestarikan nilai-nilai social
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budaya dan adat istiadat

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup

16) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada bupati/wali kota memberikan laporan keterangan kepada BPD
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat

17) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan

kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
18) Laporan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam masyarakat BPD.

19) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada
papan’ pengumuman atau secara lisan dalam  berbagai pertemuan
masyarakat desa atau radio komunitas

20) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada
bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPD

Sekertaris Desa

1) Membrikan saran dan pendapat kepada kepala desa

2) Memimpin mengkordinir dan mengendalikan serta

mengawasi semua unsur/ kegiatan skertaris desa

3) Memberikan informasi mengenai keadaan sekertaris desa dan
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7) Melaksanakan administrasi pmbangunan berdasarkan
ketentuan yang berlaku

8) Melaksanakan ,megawasi ,serta membina ex.tapol dan
kegiatan sosial politik lainnya.

Kepala Urusan Keuangan

1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala
desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang undangan
2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan
desa baru untuk perkembangan

3) Melakukan kegiatan administrasi,pajak yang di kelola oleh
desa

4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa

5) Merencanakan penyusun APBDES untuk di konsultasikan
dengan BPD

6) Melaksanakan tugas lain oleh sekretaris desa

Kepala Urusan Umuin

1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat
desa mmpunyai tugas keluar serta melaksankan tata kearsipan

2) Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian
alat-alat kantor, pemelihaaan dan perbaikan peralatan kantor

3) Menyusun jadwal serta mengikuti plaksanaan perkembangan
pelaksanaan piket

4) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan
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kantor dan bangunn lain milik desa

5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum

6) Mencatat inventarisasi kekayaan desa

7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan

penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa

6. Kepala Urusan Pembangunan

1} Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa

2) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam

pembangunan desa

3) Mgnhimpun data potensi desa serta menganalisa dan

memeliharanya untuk dikembangkan

4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna

pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek /daftar isian

kegiatan
B. Hasil Penelitian

Melalui pengembangan suatu Implementasi Program Kawasan Perdesaan
Mandiri, pemerintah kabupaten luwu timur dalam hal ini PT. VALE dan
Pemerintah desa melaksanakan koordinasi dengan BKAD vyang dibentuk oleh
pemerintah desa yang melaksanakan program Kawasan Perdesaan Mandiri.
Berdasarkan suatu perspektif pemerintah yang diputuskan terhadap

pemerintah lokal sebagai level pertama dalam pelaksanaan program tersebut.

Implementasi  Program Kawasan Perdesaan Mandiri bertujuan  untuk
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meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, nilai tambah,dan kemandirian
ekonomi masyarakat diwilayah terdampak operasi. Adapun hasil penelitian terkait
implementasi program Kawasan Perdesaan Mandiri yang terdiri dari empat
indikator adalah sebagai berikut:
1. komunikasi
komunikasi untuk menuju implementasi program yang diinginkan, maka
pelaksanan harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan
tersebut. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk
menjunjung keberhasilan dari implementasi kebijakan. Komunikasi akan
terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut
berjalan baik. Adapun pengertian komunikasi secara khusus Komunikasi
merupakan proses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang
konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi Program Kawasan
Perdesaan ‘Mandiri di Desa Wawondula. Untuk mengétahui lebih pastinya
mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal
implementasi program perdesaan mandiri. Berikut ini adalah pernyataan atau
hasil wawancara dengan informan A selaku CSR PT Vale adalah sebagai
berikut :
sikap para pelaksana dalam memberikan informasi terkait implementasi
PKPM
“ya kami selaku CSR PT Vale menerima setiap usulan masyarakat desa
terkait program ini yang ditampung kemudian dikomunikasikan secara
bersama oleh pemerintah desa dan PT.Vale selaku pemberi dana atau
sponsor utama dalam pelaksanaan program tersebut dikawasan

perdagangan wilayah kota desa wawondula kecamatan towuti, setelah
itu kemudian kami PT. Vale memverifikasi terkait usulan yang di
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sampaikan masyarakat desa melalui pemerintah desa, dan jika semua
unsur terkait program tersebut terpenuhi barulah PT. Vale bisa meng-
acckan program tersebut dan anggran bisa cairkan sesuai
kebutuhan.”(wawancara dengan informan A pada tanggal 7 Desember
2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dari informan A selaku karyawan CSR
PT.Vale yang memberikan informasi yang menunjukkan bahwa komunikasi
implementasi program tersebut sudah berjalan dengan baik itu ditunjukkan dengan
pemernintah menerima setiap usulan yang disampaikan dari masyarakat kemudian
menjaring setiap usulan yang kemudian dismpaikan kepada PT Vale untuk
diverifikasi. Selanjutnyz hasil wawancara dari informan B sclaku Kepala Desa:

“sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai program ini saya
selaku pemerintah desa dimana program ini lahir dan muncu! atas
kerisauan masyarakat. Terlepas saya sebagai pemerintah desa yang
terkena dampak dengan adanya perusahaan yang ada diwilayah kami
oleh karena itu kami membuat program ini semata-mata tujuannya
untuk bagaimana masyarakat yang ketergantungan terhadap
perusahaan bisa berkurang, yang kedua adapun  program CSR PT
Vale selama ini sudah berhasil tapi belum maksimal karena adanya
batasan anggaran yang dimana PT Vale telah menentukan anggaran
sebelum membuat program. Nah dengan PKPM ini diubah tata cara
pengelolaannya, programnya dahulu vang dibuat lalu dianggarkan.
Dengan 1nilah program tersebut bisa terbentuk Program Kawasan
Perdesaan Mandiri dimana wawodula ini dilihat potensi apa yang
bisa dikembangkan yaitu perdagangan.”(wawancara dengan
informan B pada tanggal 09 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan B selaku kepala Desa
Wawondula menunjukkan bahwa komunikasi PKPM yang dibentuk oleh
pemerintah desa dan PT Vale yang muncul berdasarkan kerisauan masyarakat

yang berada diwilayah lingkar tambang. Untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat agar semata-mata tidak bergantung pada perusahaan. Selaras dengan
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pernyataan masyarakat mngenai komunikasi PKPM di Desa Wawondula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, berikut ini pernyataan atau hasil
wawancara dengan informan C selaku masyarakat desa

“saya selaku masyarakat desa sangat mendukung program PT. Vale dan
pemerintah Desa untuk menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat
yang dimana telah menyediakan tempat untuk berdagang bagi kami
masyarakat keci untuk menambah penghasilan, karena masih banyak
pedagang kecil seperti kami ‘yang tidak mempunyal lahan untuk
berdagang. Saya berharap program seperti ini kedepannya dapat

dikembangkan lagi untuk mengembangkan perekonomian
masyarakat.”(wawancara dengan informan C pada tanggal 11 Desember
2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan C selaku masyarakat
desa Wawondula menunjukkan bahwa komunikasi menyatakan bahwa masyarakat
desa sangat mendukung program PT. Vale dan pemerintah Desa untuk menambah
lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang dimana telah menyediakan tempat
untuk berdagang bagi masyarakat keci untuk menambah penghasilan, karena
masih banyak pedagang kecil yang tidak mempunyai lahan untuk berdagang.
program seperti ini kedepannya dapat dikembangkan lagi unituk mengembangkan
perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan
bahwa komunikasi-komunikasi terkait dengan dengan Implementasi Program
Kawasan Perdesaan Mandiri, sudah menjalankan tugasnya dengan baik itu
ditunjukkan dengan hal-hal yang dipaparkan oleh beberapa informan. Secara

keseluruhan indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik.
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kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan
pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi
unggulan untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik yang menggerakkan
ekonomi masyarakat setempat. Persoalan sumber daya disini PT. Vale selaku
pemberi dana utama dari program tersebut. Selanjutnya pernyataan dari informan
B selaku Kepala Desa Wawondula masih sama persoalan sumber daya terkait
implementasi  program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaj berikut :
“mengenai sumber. daya kami selaku pemerintah desa membentuk
pelaksana kegiatan dari program“ kawasan perdesaan mandiri yang
dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas
dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana
dari kegiatan program tersebut yaitu street food BKAD itu sendiri
merupakan tim yang dibentuk dari aparatur desa dalam melaksanakan
kegiatan tersebut”, (wawancara dengan informan B pada tanggal 09
Desember 2020).

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan B selaku kepala desa
Wawondula dari indikator sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah
desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri
yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari
BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan
program tersebut yaitu street food. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan
D selaku sekertaris BKAD adalah sebagai berikut :

“kami selaku tim BKAD yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan
berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi tekhnis dan harga yang
tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan,

Bkad akan memeriksa setiap hasil pekerjaan  kegiatan dan
memberitahukan pelaksanaan kegiatan secara tertulis. ”(hasil wawancara
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dengan informan D pada tanggal 10 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan D selaku tim BKAD mengenat
sumber daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim
BKAD ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu vyang ditentukan, sesuai dengan volume,
spesifikasi tekhnis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja)
yang terpasang dilapangan. [tulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang
dibentuk oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan
bahwa indikator sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan
mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pemyataan baik dari PT.
Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD.

8. Disposisi
Disposisi atau sikap para pelaksana kegiatan, jika pelaksanaan ingin efektif
maka para pelaksana kegiatan tidak hanya harus mengeahui apa yang dilakukan
tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam
praktiknya tidak terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan
dalam melaksanakan implementasi program kawasan perdesaan mandiri. Untuk
mengetahui lebih jelasnya mengenai disposisi berikut ini peryntaan atau hasil
wawancara dari beberapa informan , yang pertama dari informan B selaku Kepala
Desa, pernyataannya adalah sebagai beriut:
“kami dari pemerintah desa selalu meninjau dan mengawal pekerjaan
yang dilakukan oleh BKAD selaku pelaksanaa. Disini kami juga

memantau pekerjaan mereka, begitu pula dengan pihak PT.Vale selaku
pemberi dana atau sponsor utama dari program ini, jadi harus ada kerja
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tim yang sistematis, sesaui dengan tugasnya masing-masing ,baik dari
pihak PT.Vale, pemerintah desa, BKAD, dan dukungan dari masyarakat
juga sangat penting agar program ini terealisasi dengan
baik”.(wawancara dengan informan B pada tanggal 07 desember 2020)

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan B selaku kepala desa
Wawondula dari indikator Disposisi mengenai program tersebut, pemerintah desa
itu sendiri selalu meninjau dan mengawal pekerjaan yang dilakukan oleh BKAD
selaku pelaksanaa. Disini kami juga ‘memantau pekerjaan mereka, begitu pula
dengan pihak PT.Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dari program ini,
Jadi harus ada kerja tim yang sistematis, sesaui dengan tugasnya masing-masing,
sejalan dengan hasil wawancara dengan informan D selaku sekertaris BKAD
mengenai program ini, hasii wawancaranya ada sebagai berikut:

“kami selaku tim BKAD berkewajiban melaksanakan kegiatan program

PKPM sesuai dengan wakiu yang ditentukan serta berkewajiban untuk

melindungi, membebaskan dan menanggung semua tanggung jawab dan

biaya yang dikenakan terhadap BKAD. Tim BKAD berwenang melakukan
pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan
dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan ‘guna pembayaran hasil pckerjaan. - Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk
kepentingan pengen - dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku

harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan

realisasi pekerjaan harian. Adapun laporan bulanan terdin dan rangkuman
laporan harian dan mingguan yang berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam
priode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu di tunjukkan.” (hasil

wawancara dengan informan D pada tanggal 10 Desember 2020).

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan D selaku sekertaris BKAD
dari indikator Disposisi mengenai program tersebut, menyatakan bahwa BKAD
berkewajiban melaksanakan kegiatan program PKPM sesuai dengan waktu yang

ditentukan serta berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung

semua tanggung jawab dan biaya yang dikenakan terhadap BKAD. Tim BKAD
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berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan
pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Itulah tadi hasil wawancara dan
informan D selaku sekertaris BKAD mengenai Program kawasan perdesaan
mandiri, selanjutnya ada pula pernyataan atau hasil wawancara dengan informan
E selaku Bendahara BKAD, pernyataannya adalah sebagai berikut :
“kalau dari saya sendiri mengenai program ini hampir sama yang
dikatakan oleh sekertaris saya yaitu sekertaris BKAD dalam program
int kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang
melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan
pekerjaan dilakukzan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah ~dilaksanakan . atau- yang sedang dikerjakaan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengen
dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Jadi semoga
kedepannya bisa berjalan sesuai yang dingikan.”(wawancara dengan
informan E pada tanggal 10 desember 2020).

Berdasarkan Pernyataan atau hasil wawancara dari informan E selaku
bendahara BKAD dar: indikator Disposisi mengenai program tersebut, hampir
sama pula yang dikatakan oleh informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD
program ini kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang
melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekeraan. Pemeriksaan pekerjaan
dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan atau yang sedang dikerjakaan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengen dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan

bahwa indikator disposisi terkait implementasi program kawasan perdesaan
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mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan dari
berbagai sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu
sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik
dari semua unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri.

9. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan
kebijakan, karena  mempunyai  pengaruh . yang  bertugas  untuk
mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk
mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja sama perusahaan dan
instansi pemenntah dalam melaksanakan implementasi program csr serta menjaga
transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula Kecamatan towuti
kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui lebih pastinya mengenai struktur
Birokrasi dalam hal implementasi program perdesaan mandiri, Berikut ini adalah
pernyataan atau hasil wawancara dengan informan A selaku karyawan CSR

PT.Vale adalah sebagai brikut :

“kami disini selaku pihak CSR PT. Vale mengenai program ini disini
PT. Vale hanya sebagai sponsor atau pemberi dana dalam kegiatan
tersebut persoalan struktur birokrasi ataupun stuktur pelaksana dalam
kegiatan ini kami percayakan penuh kepada desa sebagai pelaksana
dimana desa itu sendiri membentuk kepantiaan pelaksana yaitu BKAD.
Adapun hal-hal yang tidak saya sebutkan mengenai struktur program
tersebut Anda bisa pertanyakan kepada pihak pemerintah desa selaku
penanggung jawab penuh dalam program ini.”(Wawancara dengan
informan A pada tanggal 07 Desember 2020)

Pernyataan dari informan A selaku karyawan CSR PT.Vale mengenai struktur
birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa

Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa
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Program Kawasan Perdesaan Mandiri dilaksankan sepenuhna oleh pemerinah
desa dan PT.Vale disini sebagai sponsor utama dalam kegiatan tersebut.
Selanjutnya pernyataan dari informan B selaku Kepala desa Wawondula
mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan
mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah
sebagai berikut :
“Berdasarkan program yang kami ajukan yaitu Program Kawasan
Perdesaan Mandiri dikawasan pengembangan perdagangan industri
olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu
Timur untuk persoalan- pekerjaan pembangunan street food towuti
comunity center (TCC) maka kami dari pihak pemerintah desa
mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor utama
pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah
kerja oleh karena itu perusahaan PT. Valesangat relevan untuk menjadi
sponsor dalam pembuatan pembangunan Street Food
(TCC).”(Wawancara dengan informan B pada tanggal 09 Desember
2020).

Pernyataan daii informan B selaku kepala desa Wawondula mengenai
struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandin di
Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa
Program Kawasan Perdesaan Mandin dikawasan pengembangan perdagangan
industri olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu
Timur untuk persoalan pekerjaan pembangunan street food.dari pihak pemerintah
desa mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor utama
pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah kerja.
Selanjutnya pernyataan dari informan C selaku sekertaris BKAD Wawondula

mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan

mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah
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Mandiri, sudah menjalankan tugasnya dengan baik itu ditunjukkan dengan hal-hal
yang dipaparkan oleh beberapa informan. Secara keseluruhan indikator
komunikasi sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat dari George C
Edward III (2010 :97), yang mengatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai
“proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan™

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang
baik. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni
kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya
maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Sumber Daya juga
merupakan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia selain itu sumber daya
juga mengidentifikasi SDM yang tersedia baik sumber daya manusia maupun
sumber daya finansial dalam melaksanakan implementasi program kawasan
perdesaan mandirt di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu
Timur,

Implementasi = program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan
informasi menunjukkan bahwa pemerintah desa Wawondula dalam hal sumber
daya yang dilakukan oleh CSR PT. Vale ditunjukkan dengan PT. Vale melakukan
upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang
dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-
desa berbasis potensi unggulan untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik

yang menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Persoalan sumber daya disini
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PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain 1tu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dari indikator
sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana
kegiatan dart program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD
(Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri
sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut
yaitu street food.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber
daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD
ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi tekhnis
dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang
dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh
pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya
terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan
baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim
BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan
perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat
layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan,
dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan
perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan
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PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dan indikator
sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana
kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD
(Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri
sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut
yaitu street food.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber
daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD
ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi tekhnis
dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang
dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh
pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpuikan bahwa indikator sumber daya
terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan
baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim
BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan
perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat
layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan,
dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan
perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

Sesual dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan
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PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain i1tu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dari indikator
sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana
kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD
(Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri
sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut
yaitu street food.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber
daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD
ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi tekhnis
dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang
dilapangan. [tulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh
pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya
terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan
baik 1tu sesuai dengan pemyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim
BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan
perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat
layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan,
dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan
perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).

Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan
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bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya
tersebut meliputi sumberdaya manusia, dan sumberdaya anggaran.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana
suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka
pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak
terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan dalam
melaksanakan implementasi program kawasan perdesaan mandiri.

Implementasi program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan
informasi menunjukkan bahwa sikap kepala desa Wawondula selaku pemerintah
desa itu sendiri selalu meninjau dan mengawal pekerjaan yang dilakukan oleh
BKAD selaku pelaksana. Disini kami juga memantau pekerjaan mereka, begitu
pula dengan pihak PT.Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dan program
ini, jadi harus ada kerja tim yang sistematis, sesuai dengan tugasnya masing-
masing,

Selain itu, adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh sekertaris BKAD,
menyatakan bahwa BKAD berkewajiban melaksanakan kegiatan program PKPM
sesuai dengan waktu yang ditentukan serta berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan dan menanggung semua tanggung jawab dan biaya yang dikenakan
terhadap BKAD. Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama

pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan
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volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh bendahara BKAD, hampir
sama pula yang dikatakan oleh informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD
program ini kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang
melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan
dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan atau yang sedang dikerjakaan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengen dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat disimpulkan
bahwa indikator disposisi terkait implementasi program kawasan perdesaan
mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan vang dikatakan dari
berbagai sumber baik itu dan PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu
sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jitka adanya kerjasama yang baik
dari semua unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan
pendapat George C Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan
bahwa, jika implementasi kebijjakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para
pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan
mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga
harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kecamatan
yaitu Desa Wawondula,

4.  Struktur Birokrasi
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Struktur  birokrasi merupakan  struktur yang  bertugas  untuk
mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang bertugas
untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar
untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja sama perusahaan
dan instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi program csr serta
menjaga transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula Kecamatan towuti
kabupaten Luwu Timur.

Implementasi program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan
informasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi terkait implementasi program
kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula' Kecamatan Towuti Kabupaten
Luwu Timur mengatakan bahwa Program Kawasan Perdesaan Mandin
dilaksankan sepenuhnya oleh pemerinah desa dan PT. Vale disini sebagai sponsor
utama dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dan kepala desa’ Wawondula mengenai
struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandir di
Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa
Program Kawasan Perdesaan Mandiri dikawasan pengembangan perdagangan
industri olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu
Timur untuk persoalan pekerjaan pembangunan street food. Dari pihak
pemenntah desa mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor
utama pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah kerja.

Adapun pernyataan lain selaku sekertaris BKAD dari indikator struktur

birokrasi mengenai program tersebut, hampir sama pula yang dikatakan oleh
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informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD sebagai penanggung jawab dari
program kawasan perdesaan mandiri yang ditunjuk langsung atau dibentuk
langsung oleh pihak pemerintah desa itu sendiri, jadi jelas disini struktur dari
pelimpahan penanggung jawab dari setiap unsur, mulai dari PT.Vale sebagai
sponsor utama untuk mendanai program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dati beberapa informan dapat disimpulkan
bahwa indikator struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan
perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan
dari berbagai sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu
sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik
dari semua unsur. Dan dari segi struktur birokrasi semua pihak terkait, ini
diberikan tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
Sesuai dengan pendapat George C Edward 111 dalam Widodo (2010:107) menyatakan
bahwa, demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut
mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pernbagian tugas pokok, fungsi
dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan
diantara organisasi pelaksana satu dengam yang lainnya ikut pula menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada saat musyawarah Desa, yang
dimana setiap pemerintah desa yang berada di Kecamatan Towuti meminta agar
pembangnan sireet food dibangun disemua Desa. Namun hasil musyawarah dari
pihak atau elemen yang bersangkutan pada saat penjaringan usulan menyetujui

pembangunan street food hanya berada di wilayah kota. Karena melihat tempat

yang sangat strategis yakni di desa Wandula yang menjadi pusat kota.
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